
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bahwa berhubung peruntukan dan besaran biaya bimbingan 
teknis keamanan dan ketertiban masyarakat dan biaya 
bimbingan teknis paralegal dipandang tidak mencukupi, 
maka peruntukan dan besaran peruntukan dan besaran 
biaya bimbingan teknis keamanan dan ketertiban 
masyarakat dan biaya bimbingan teknis paralegal 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 perlu 
dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 

BUPATI MUNA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR 3lf TAHUN 2021 

BUPATI MUNA 
PROVINS I SULAWESI TENGGARA 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 5) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan huruf bb pada item Belanja Pegawai diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
bb. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

bimbingan teknis keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggaran 
bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan Rp. 3.000.000,­ 
dengan ketentuan: 
1. diperuntukkan untuk 2 (dua) orang jika kegiatan dilaksanakan di Kota 

Raha; 
2. diperuntukkan untuk 1 (satu) orang jika kegiatan dilaksanakan di 

Kota Kendari. 

PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam. Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Desa 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Tahun 2018 Nomor 1); 



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR.."~~¥- 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal \'"L - 07- - 2021 

2021 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mu 

2. Ketentuan huruf dd pada item Belanja Pegawai diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
dd. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

bimbingan teknis paralegal. Anggaran bersumber dari ADD yang 
pelaksanaannya dibayarkan Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan: 
1. diperuntukkan untuk 2 (dua) orang jika kegiatan dilaksanakan di 

Kota Raha; 
2. diperuntukkan untuk 1 (satu) orang jika kegiatan dilaksanakan di 

Kota Kendari. 

• . . 


